
 

 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 176 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 

2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

SALINAN 
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  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7153); 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 
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  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang  Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6881); 

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6883); 

  22.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
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  23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

  24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

  25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 350); 

  26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

  27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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  29.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 648); 

  30.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 

Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 51) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal 

Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2025 Nomor 3); 

  31.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 52) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 61); 

  32.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non 

Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana 

Bergulir kepada Masyarakat Melalui Lembaga 

Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 69) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non 

Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana 

Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga 

Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 83); 
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  33.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 77); 

  34.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan 

Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 80); 

  35.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah 

Bandung Daya Sentosa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 82); 

  36.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 119); 

  37.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 107); 

  38.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 109); 

  39.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 121); 
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  40.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 122); 

  41.  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 

Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 133); 

  42.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada 

Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia 

Dini atau Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 

Nomor 30); 

  43.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2021 

tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 

Nomor 78) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 

89 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang 

Pembelajaran Pendidikan Keagamaan (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 

89); 

  44.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2022 

tentang Pemanfaatan dan Pembagian Bonus 

Produksi Panas Bumi (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2022 Nomor 57); 

  45.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2023 

tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan 

Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Biaya 

Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 

Nomor 61); 
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  46.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 271 Tahun 2023 

tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 271) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2023 

tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 243); 

  47.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban 

dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan 

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 

83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi 

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2025 Nomor 48); 

  48.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 247 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 

248) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 

52 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 52); 

  49.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 252 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2025 Nomor 252) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 

341 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Bupati Nomor 252 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 

341); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

 Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri 

atas: 

 a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

d. 

pendapatan 

1. pendapatan asli daerah 

2. pendapatan transfer 

3. lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 

jumlah pendapatan 

 

belanja 

1. belanja operasi 

a) belanja pegawai 

b) belanja barang dan jasa 

c) belanja subsidi 

d) belanja hibah 

e) belanja bantuan sosial 

jumlah 

 

2. belanja modal 

a) belanja modal tanah 

b) belanja modal 

peralatan dan mesin 

c) belanja modal gedung 

dan bangunan 

d) belanja modal jalan, 

irigasi dan jaringan 

e) belanja modal aset 

tetap lainnya 

f) belanja modal aset 

lainnya 

jumlah 

 

3. belanja tak terduga 

 

transfer 

jumlah belanja 

surplus/(defisit) 

 

pembiayaan 

1. penerimaan 

2. pengeluaran 

jumlah pembiayaan neto 

     

Rp1.818.427.241.133,95                            

Rp5.036.609.094.225,00                       

Rp44.626.615.321,00 

        

Rp6.899.662.950.679,95 

           

 

 

Rp2.606.427.045.409,00 

Rp2.073.738.329.588,00 

Rp4.899.773.871,00 

Rp437.866.315.912,00 

      Rp27.701.506.630,00 

Rp5.150.632.971.410,00 

 

          

Rp65.123.293.754,00 

Rp259.609.385.012,00 

 

Rp223.084.584.707,00 

   

Rp315.226.828.458,00 

     

Rp47.253.662.730,00 

 

Rp335.300.901,00 

 

Rp910.633.055.562,00 

 

Rp12.345.974.951,00 

 

Rp887.823.962.258,00 

Rp6.961.435.964.181,00 

(Rp61.773.013.501,05) 

 

 

Rp209.258.679.971,61        

Rp10.175.000.000,00 

    Rp199.083.679.971,61     
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sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun berjalan 

Rp137.310.666.470,56 

  

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 31 Agustus 2026 

 

    SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN BANDUNG, 

 

                    ttd 

 

         CAKRA AMIYANA 

 

Ditetapkan di Soreang 

pada tanggal 31 Agustus 2026 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

ttd 

 

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 176 

 


